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ABSTRAK

Perkembangan yang pesat dalam teknologi di masa globalisasi ini berdampak pada
mmmmmfmmmmmmf
Mmﬁmmodahwwmkmmmm
memmumummmm
dengan judul Afiliator Sebagai Turut Serta Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Pegjudian
Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Rumusan masalah dari Penelitian ini yaitu
pengaturan hukum terhadap afiliator sebagai turut serta pelaku tindak pidana penipuan
penclitian ini yaitv Yuridis-Normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan
M-WTMWWWMWW
didapatkan kesimpulan bahwa scorang afiliator dapat diancam dalam Pasal 55 KUHP ,
Pasal 378 KUHP , Pasal 28 ayat (1) UU ITE Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 45 ayat 1
marketing dalam melakukan modus penipuan yakni dikenal dengan Flexing dan Framing
untuk menjerat korban.

Kata Kunel : Afiliator, Binary Option, Perjudian Online , Penipuan
Pemlnmbngl

mmwm—.m M.H. S.H, MH.
NIP. 196802211995121001 NIP. 199404152019032033
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat saat ini
dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan
IPTEK ini mempengaruhi seluruh bidang kehidupan manusia salah satunya
bidang informasi dan komunikasi, dengan menggunakan gawai seluruh
masyarakat dapat mengakses informasi yang ada di dunia internet, Negara
Indonesia yang merupakan negara hukum menjamin pengakuan terhadap hak
setiap orang untuk mendapatkan dan memperoleh informasi dengan teknologi
yang dimana hal ini tertuang
Pada Pasal 28 C ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Indonesia yang
berbunyi:

“ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.”

Pesatnya perkembangan IPTEK selain memudahkan komunikasi tetapi
terdapat pula dampak negatif yang tidak dapat dihindarkan yaitu merajalelanya

kejahatan lingkup siber.



Cybercrime adalah tindakan ilegal (melawan hukum) yang menggunakan
komputer sebagai perantara dan dilakukan melalui jaringan elektronik.! Menurut
Barada Nawawi Arief, cybercrime adalah salah satu dimensi baru atau bentuk dari
kejahatan pada saat ini yang memiliki dampak negatif bagi kehidupan modern
yang merupakan sisi gelap perkembangan teknologi yang mendapat atensi dari
masyarakat luas di seluruh dunia international. 2

Cybercrime merupakan fenomena diruang cyber yang tidak terbantahkan,
praktik cybercrime di Indonesia sudah marak terjadi, kejahatan cybercrime ini
berbeda dengan kejahatan konvensional perbedaannya terletak pada penggunaan
teknologi dan menjadikan komputer sebagai objek untuk melakukan kejahatan,
karakteristik dari cybercrime ini sendiri yaitu: 3
(1) Perbuatan dilakukan dengan cara illegal atau melawan hukum, tanpa hak dan

terjadi didunia siber (cyberspace) sehingga terkait yuridiksi hukum negara

yang berlaku tidak dapat dipastikan secara jelas .

(2) Perbuatan dilakukan menggunakan alat bantu / peralatan yang dapat
dihubungkan dengan teknologi internet
(3) Akibat dari Perbuatan tersebut yaitu adanya kerugian materil maupun

immaterial seperti waktu, uang, nilai, jasa, harga diri, martabat, kerahasiaan

! Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi elektronik: Studi kasus Prita Mulyasari
(Jakarta: Cipta, 2009), hlm 4.

2 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di
Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006), hlm 26.

* MLE. Fuady, “Cybercrime: Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia” Mediator: Jurnal
Komunikasi, Vol.6 No.2 (Desember,2005), hlm.258



informasi dan lain sebagainya yang kerugiannya cenderung lebih besar
dibandingkan kejahatan konvensional

(4) Pelaku kejahatan ini merupakan orang yang paham atau menguasai
penggunaan internet beserta pengaplikasiannya

(5) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara jauh atau melintasi batas negara

(transnasional)

Menurut Center of Innovation Policy and Gevernance (CIGP) pengguna
penetrasi internet Indonesia mencapai 51%, pada tahun 2016 pengguna internet di
proyeksikan sebanyak 371,4 juta bahkan jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah
penduduk di Indonesia, tingginya angka pengguna seluler di Indonesia

menyebabkan maraknya kejahatan cybercrime. *

Gambar 1.1

Data Kejahatan Siber Se-Indonesia
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Sumber : Patrolisiber, 2020

* Tiara Puspa Rahma Dini, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Investasi Oline oleh
Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”(Skripsi Universitas Sriwijaya,Sumatera Selatan,2022), hlm 3.



Gambar di atas menyatakan bahwa pengaduan kejahatan Siber di Indonesia
selama periode 2015 hingga 2019 terjadi peningkatan, tetapi di tahun 2020 terjadi
pengurangan yang signifikan.’ Sedangkan sesuai dengan data yang ada di dalam
situs patrolisiber.id ditemukan 15.152 aduan terkait kejahatan siber yang diadukan
melalui portal patroli siber tersebut dalam jangka waktu Januari hingga September
2021 dengan perkiraan total kerugian mencapai 3,88 triliun. Tercatat kejahatan
tentang penipuan merupakan pengaduan terbanyak yang dilaporkan oleh

masyarakat yakni sejumlah 4.601 kasus .

Data di atas menunjukkan bahwa kasus penipuan dapat tergolong menjadi
salah satu kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia, penipuan berkedok
trading online merupakan kejahatan yang mendapat banyak sorotan di Tahun
2022 ini. Investasi yang banyak diminati masyarakat yaitu dalam bentuk trading
online karena menguntungkan dalam dapat menambah passive income selain itu
trading online ini juga dinilai mudah dalam melakukan transaksinya karena
dilakukan secara daring dengan hanya menggunakan gawai atau komputer saja.
Namun terkadang masyarakat di Indonesia sebelum memilih melakukan trading
online, cenderung tidak melakukan riset penuh terhadap perusahaan yang
menyediakan layanan trading online tersebut sehingga banyak masyarakat yang

menjadi korban penipuan dari aplikasi Ilegal.

5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam
Menjaga Stabilitas Keamanan (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahian DPR RI,2021), hlm 4.
¢ Annissa Mutia, “Kerugian Akibat Kejahatan Siber Capai Rp 3,88 Triliun, apa saja bentuknya?”

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/07 /kerugian-akibat-kejahatan-siber-capai-rp-388-
triliun-apa-saja-bentuknya, diakses 26 Agustus 2022.




Suatu aplikasi trading online dapat dikatakan sesuai dengan hukum (legal)
apabila yang diperjualbelikan merupakan bagian dari komoditi yang tercantum
dalam Undang - Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka
komoditi yang telah diubah dengan Undang - Undang No.11 Tahun 2011 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun terdapat suatu produk finansial yang
beredar di tengah masyarakat tetapi dinyatakan tidak mencakup syarat-syarat atau
kriteria komoditi sesuai ketentuan UU Perdagangan Berjangka Komoditi, produk
tersebut dikenal dengan Binary Option. Produk Finansial ini tidak memiliki

legalitas di Indonesia.

Salah satu produk finansial online yakni, Binary option trading merupakan
sebuah kegiatan untuk menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam jangka
waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner, transaksi dalam binary
option ini dilakukan oleh trader dengan menentukan arah fluktuasi nilai derivatif,
menebak-nebak apakah nilainya akan naik atau turun selama periode tertentu.
Untuk menentukan posisi ini, trader menempatkan sejumlah uang tertentu, dan
jika perkiraannya benar, dia menerima pembayaran tetap sebagaimana ditentukan;
namun, jika salah, dia kehilangan semua uang yang ditempatkan sebagaimana

seluruh uang yang ia depositkan untuk mendapatkan posisi tersebut.’

7 Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, “Binary Option sebagai komoditi
perdagangan berjangka di Indonesia (Binary Option as Comodity Futures in Indonesia)”, Jurnal Hukum
Lex Generalis, Vol.2 No.8 (Agustus,2021), hlm 632.



Cara kerja atau mekanisme dari Binary Option ini dianggap sebagai kegiatan
perjudian sehingga terdapat 93 situs binary option trading seperti Binomo, Octa
FX, Bravo FX dan masih banyak lagi yang dihapus karena tidak memiliki izin di

Indonesia oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappeti).

Maraknya Perkembangan Aplikasi Binary Option Trading ini tak terlepas dari
usaha afliliator platform tersebut. Afiliator merupakan seseorang yang melakukan
affiliate marketing yang tujuannya untuk memasarkan produk tersebut kepada
khalayak luas agar ikut bergabung didalam platform tersebut. Strategi affiliate
marketing ini merupakan strategi pemasaran di mana perusahaan memberikan
komisi kepada afiliator yang berhasil menjual, memberikan informasi terkait
produk melalui platform media sosial.

Secara hukum strategi affiliate marketing ini tidak bertentangan dengan
hukum namun apabila yang dipasarkan terdapat unsur penipuan atau perjudian
online maka afiliator pun ikut serta bertanggung jawab atas apa yang ia
sebarluaskan. Salah satu kasus yang ramai terkait afiliator binary option yang
dijerat hukum yaitu kasus Inda Kenz yang dimana memasarkan platform Binary
Option Binomo ia menggunakan strategi afilliate marketing dengan Teknik

flexing atau memamerkan sesuatu yang dibanggakan untuk menjerat korbannya.®

8 Nabila Annisa Noor, Ahmad Sholikhin Ruslie, “Sistem Afiliator Binary Option Pada platform
Binomo dalam perspektid Hukum Islam”, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance,
Vol.2 No.3 (September-Desember 2022),hlm.920



Dari gambaran yang telah dijabarkan diatas, penulis menetapkan untuk
melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi yang berjudul :
“AFILIATOR SEBAGAI TURUT SERTA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI

INDONESIA”

. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengaturan Hukum Perihal Keterlibatan Afiliator dalam Skema
Penipuan dan Perjudian Online dalam Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Keterlibatan Afiliator dalam Skema Penipuan dan Perjudian
Online di Digital Marketing ?
. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, diharapkan tercapainya tujuan dan kegunaan
dari penelitian yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:
1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan Hukum Perihal Keterlibatan
Afiliator dalam Skema Penipuan dan Perjudian Online dalam Hukum Positif
di Indonesia
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis keterlibatan afiliator dalam skema

penipuan dan perjudian online di Digital Marketing



D. Manfaat Penelitian
Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan banyak
kegunaan bagi penulis maupun pembaca, yang terdiri dari:
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, pengetahuan dan
wawasan dalam bidang hukum

b. Memberikan pendapat dan pemikiran baru bagi para aparat penegak
hukum dalam mengimplementasikan dalam penyelesaian tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak

mahasiswa, penegak hukum dan masyarakat:

a. Bagi Mahasiswa
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi
dalam kajian yang berhubungan pada objek penelitian ini.

b. Bagi Penegak Hukum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau referensi
kepada penegak hukum untuk menentukan Tindakan yang perlu dilakukan
agar dapat menerapkan peraturan dengan sebaiknya dan maksimal.

c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan dan menambah
informasi yang konkret mengenai pelaksanaan peraturan hukum yang

tepat bagi pelaku tindak pidana.



E. Ruang Lingkup
Berdasarkan judul skripsi yang diangkat, penulis memberikan dan
membatasi ruang lingkup dalam penulisan agar memberikan pembahasan yang
jelas. Maka lingkup penelitian skripsi ini hanya fokus pada pengaturan hukum dan
keterlibatan Afiliator sebagai turut serta pelaku dalam skema penipuan dan
perjudian online dalam hukum positif di Indonesia.
F. Kerangka Teori
Teori adalah suatu bagian yang sangat berguna dalam suatu penelitian
yang dilakukan ketika penulisan skripsi yang bertujuan untuk dorongan penulis
dalam memecahkan pokok — pokok masalah yang di angkat oleh penulis dalam
suatu penelitian yang sedang dirancang.
1. Teori Keadilan
Arti Kata Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari
kata adil yang memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah atau
tidak memihak.” Adil memiliki pengertian bahwa suatu keputusan dan
Tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya
adalah suatu konsep yang relatif yaitu setiap orang tidak sama, adil menurut
yang satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya. Apabila melakukan suatu,
hal itu tersebut tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu

skala keadilan diakui. Ukuran dapat dikatakan suatu keadilan memiliki variasi

® R. Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Tanggerang: Karisma Publishing Group,
2009), him.348
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dari satu tempat ketempat yang lain yang didefinisikan dan penentuan hal ini
dilakuakn oleh masyarakat dengan dukungan masyarakat secara keseluruhan.!?

Dasar negara Indonesia, Pancasila yang memuat asas-asas yang menjadi
tujuan hidup berdampingan sebagaimana dimaksud dalam sila kelima,
merupakan simbol keadilan. Keadilan yang diwakili oleh inti keadilan
manusia, yaitu keadilan dalam interaksi seseorang dengan orang lain, dalam
masyarakat, dalam negara dan negara, dan dalam hubungan seseorang dengan
Tuhan.!!

Teori Keadilan ini juga disampaikan oleh filsuf besar yaitu Thomas
Hobbes, keadilan didasarkan pada pemahaman yang disepakati bersama,
kesepakatan antara dua orang yang ikrarnya diperlukan agar keadilan atau rasa
keadilan dapat terwujud. Perjanjian dalam hal ini dipahami secara luas, tidak
hanya sebagai kontrak antara dua pihak Namun, perjanjian tersebut juga
menetapkan bahwa hakim dan terdakwa akan membuat keputusan akhir, sesuai
dengan aturan dan undang-undang yang menguntungkan semua pihak secara
setara, bukan hanya satu.!? Hukum dan keadilan sangat erat hubungannya,
perlunya memperhatikan keadilan dalam membuat tata hukum dan peradilan
karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan oleh

karena itu haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu.

10 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Bandung:
Kencana,2014 ), hlm 85.

1 Tbid., hlm 86

2Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, (Jakarta:
Kencana,2017), hlm. 217-218.
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2. Teori Deelneming

Penyertaan berasal dari kata ‘“serta” yang berarti “ikut, menemani,
membantu, turut campur”, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. '3

Penyertaan, juga dikenal sebagai Deelneming, adalah konsep yang
mencakup semua jenis keterlibatan psikologis dan fisik individu dalam
melakukan tindakan masing-masing yang mengakibatkan kegiatan kriminal.'#
Teori Deelneming terjadi apabila perbuatan pidana tersebut melibati lebih dari
satu orang sehingga masing-masing orang tersebut harus dicari
pertanggungjawabannya.

Prof. Sarochild Kartanegara mendefinisikan penyertaan / Deelneming
sebagai pelibatan beberapa orang atau lebih dalam satu tindak pidana. Sifat
Deelneming menurut doktirn berdasarkan sifatnya terdiri atas: '3

a. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari

masing — masing pihak yang dievaluasi secara mandiri.

b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri yaitu dimana

Pertanggungjawaban satu pihak tergantung pada Tindakan pihak lain
Penyertaan atau deelneming diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Undang - Undang
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dalam pasal tersebut

diatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan apakah termasuk turut

13 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux (Widya Karya 2014).
Hlm 484
14 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Raja Grafindo Persada,2002),hlm 73

15 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, (Balai Lektur
Mabhasiswa),Hlm. 497 — 498
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serta pembantuan ataukah tidak. Rumusan dalam ketentuan pidana Pasal 55
KUHP berbunyi : ¢

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang
turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan
orang lain supaya melakukan perbuatan

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan

sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya
berbunyi: 7

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

(1). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam
melakukan kejahatan tersebut.

(2). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan,
sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk kejahatan

tersebut.

16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafirecht], diterjemahkan oleh
Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 55
17 Ibid., Ps.56
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Klasifikasi pelaku menurut R. Soesilo berdasarkan Kitab undang-undang
hukum Pidana yaitu '8:

1. Mereka yang Melakukan (pleger)
Seseorang yang melakukan suatu kejahatan atas kemauan sendiri dan
mempertanggungjawabkan karena suatu rumusan delik telah
terpenuhi.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger)
Perwujudan dari penyertaan ini adalah Ketika seorang mengarahkan
atau memerintahkan pelaku untuk melakukan sesuatu yang merupakan
kejahatan tetapi terdapat beberapa factor yang membuat pelaku tidak
dapat menghadapi tuntutan pidana karena ia tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatanya.

3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
Turut melakukan dalam artian Bersama-sama melakukan. Setidaknya
harus ada dua pihak yang terlibat yaitu orang yang melakukan (pleger)
dan orang yang turut melakukan (medepleger). Kedua orang tersebut
melakukan perbuatan pelaksanaan Bersama sama dengan unsur unsur
peristiwa pidana yang artinya mereka tidak boleh hanya melakukan
perbuatan persiapan saja atau hanya ikut membantu karena mambantu

bukan medepleger tetapi sebagai membantu melakukan.

13 Tke Indra Agus Setyowati, "Pembantuan dan Penyertaan (Deemening) dalam kasus pemerkosaan
anak", Jurnal Media Iuris : Vol. 1 No. 2, (Juni, 2018), hlm. 287.
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Menurut Ledeng marpaung, ada lima peranan pelaku berdasarkan Pasal 55

dan 56 KUHP yaitu melakukan (dader or doer), menyuruh melakukan
(doenpleger), turut serta melakukan (madedader), sengaja membujuk (uitlokker),

orang yang membantu melakukan (medeplichtige).”

G. Kerangka Konseptual

1. Afiliator

Afiliator merupakan sebutan bagi mereka yang melakoni program afiliasi/
Afiiliate marketing. Istilah Afiliasi berasal dari kata Bahasa inggris yaitu
Afilliate yang artinya “bergabung”, “ikatan” , atau secara umum diartikan
sebagai “suatu ikatan kerja” atau “bisnis” sedangkan marketing yang berarti
“pemasaran”, 2°

Afilliate marketing yang diartikan sebagai pemasaran afiliasi yaitu
mempromosikan barang orang lain dan apabila produk tersebut berhasil dijual
afiliator menerima komisi dari pemilik barang. 2! Afiliator adalah pihak yang
bertindak sebagai perantara untuk menawarkan barang atau jasa kepada
pelanggan atau mendorong mereka untuk melakukan pembelian sehingga
terjadi transaksi dan diperoleh komisi. Pelaksanaan Kerja sama afiliasi ini

dapat dilakukan dengan mengklik tautan yang mengarah ke situs web Pemilik

Merchant. komisi yang diterima oleh kontributor atau pemasar produk,

him. 14

19 Leden Marpaung, 4sas, Teori, Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 78.
20 Suwandi Chow, Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010),

21 Jefferly Helianthusonfri, I Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing (Jakarta:

Gramediana, 2014), hlm. 10
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biasanya sebagai persentase penjualan atau usaha bersama lainnya antara
kedua pihak. Selain itu dikenal juga metode flexing (memamerkan kekayaan)
dalam affiliate marketing ini agar pembeli tertarik untuk menggunakan barang
atau jasa tersebut.

2. Cybercrime

Definisi Sempit Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan terhadap
sistem komputer sedangkan definisi yang luas mencakup Tindakan yang
dilakukan terhadap sistem jaringan komputer dan kejahatan yang dilakukan
dengan menggunakan fasilitas komputer. %

Cybercrime merupakan sebuah upaya untuk memasuki dan menggunakan
komputer tanpa izin dan melanggar hukum baik dengan masuknya atau
penggunaan yang mengakibatkan perubahan atau kerusakan fasilitas
komputer.?*> Ada banyak contoh kejahatan dunia maya di Indonesia namun
hingga saat ini kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk
dikategorikan sebagai tindak pidana.>* cybercrime pada umumnya dapat
dibedakan menjadi Tiga kualifikasi umum yaitu: 2

1. Kejahatan dunia maya yang melibatkan kerahasiaan, keberadaan,

interitas data dalam sistem komputer

22 Arief, Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, hlm 25.

2 Ibid., him 11

24 Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) ,hlm.6

ZIndriani Berlian Mewengkang dan Robert N.Warong, “Kajian Yuridis Cybercrime
penanggulangan dan penegakan hukumnya”, Jurnal Lex Crimen Vol. X No. 5 (April 2021)
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2. Kejahatan dunia maya yang melalui alat perantara yakni komputer
untuk melakukan kejahatan
3. Kejahatan Dunia maya yang melibatkan masalah data, sistem

komouter atau isu lainnya dalam komputer.

3. Perjudian Online

Perjudian adalah permainan dimana pemain membuat taruhan untuk
memilih satu opsi dari berbagai opsi sedangkan Judi online merupakan mereka
yang melakukan judi tanpa secara fisik pergi ke tempat perjudian, hanya
dengan menggunakan komputer atau teknologi canggih lainnya untuk
mengakses situs perjudian dan kemudian berjudi seperti didunia asli 2°

Pengaturan mengenai perjudian secara umum terdapat didalam Pasal 303
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sedangkan aturan terkait dengan tindak
pidana judi online diatur didalam Undang - Undang Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2). Judi online merupakan sejenis
candu yang dimana biasanya orang memulai hanya untuk mencoba-coba, tetapi
keinginan untuk mengulangi dengan taruhan yang lebih besar menjadi
pemikiran banyak orang. Judi online itu sendiri dilakukan menggunakan sarana
elektronik seperti smartphone ataupun komputer di lokasi manapun dan

kapanpun selama pelaku memiliki banyak waktu luang.

hlm.3

26 Imam Sjahputra, Problematika Hukum Internet di Indonesia, (Jakarta: PT. Prenhallindo,2002),
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan suatu jawaban
atas permasalahan penelitian secara ilmiah. Metode penelitian ini didasarkan pada
gagasan atau sistematika yang dimaksudkan untuk menggali satu atau lebih
masalah hukum tertentu dengan menganalisisnya.?’ Penulis dalam penelitian ini
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum
Normatif. Penelitian hukum ini mengonsepsikan hukum sebagai apa yang
tercantum dalam undang — undang atau sebagai perinsip atau standar yang
berfungsi sebagai pedoman berperilaku. 2
Penelitian Hukum Normatif terkaji dalam beberapa hal yang berkaitan
dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian sejarah hukum,
terhadap taraf sinkronasi hukum dan penelitian perbandingan hukum.
Penelitian normatif ini menggunakan bahan-bahan literasi kepustakaan

sebagai sumber bahan penelitian. %

2’Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2003),hlm.39.

28 Jonaedi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana,
2016), him.3.

2 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rajawali
Pers,2010), hlm.166
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2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ilmu hukum normatif ada banyak metodologi yang dapat
diterapkan secara terpisah, mandiri maupun secara bersama. Pendekatan
tersebut antara lain:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilaksanakan
dengan metode meneliti isi dalam Perundang-undangan dan aturan yang
bersangkutan dengan masalah hukum yang diteliti.*°
b. Pendekatan Konseptual
Pada pendekatan ini melihat sudut pandang maupun doktrin-doktrin ilmu
hukum agar dapat memperoleh berbagai inovasi dalam merumuskan
tentang pengertian, konsep dan asas hukum yang tepat sebagai penopang
untuk mengembangkan sebuah argumentasi hukum terhadap pemecahan
masalah mengenai isu hukum yang ada hingga kini. 3!
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Dalam Penelitian ini diperlukannya jenis sumber data yang berasal dari
literatur yang berkaitan dengan penelitian, karena penelitian ini menggunakan
strategi normative yang mengandalkan data sekunder, data sekunder yang

digunakan dalam penelitan ini meliputi :3

30 Ibid., hlm.164
31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011),

hlm 135-136.
32 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, hlm 166
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara mengumpulkan peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang

diteliti yang terdiri atas:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang
Peraturan Hukum Pidana.?

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.**

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi.*

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik. 3¢

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan secara rinci mengenai

bahan hukum primer, berupa pendapat hukum yang terdapat dalam buku,

33 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660

3% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,
Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

35 Indonesia, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5232

36 Indonesia, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016, Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952
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makalah akademis, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber-sumber lain
yang berhubungan dengan topik hukum yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan hukum yang memberikan arah berupa petunjuk atau
penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder contohnya Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian digunakannya penelitian hukum normative, berdasarkan
hal tersebut Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis
kepustakaan dengan tujuan untuk memberikan data yang diperlukan. studi

kepustakaan ini melalui literatur dan dokumen terkait.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Data
kualitatif berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau cerita.’’” Norma
hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang
hidup dan berkembang ditengah masyarakat dibahas dalam kajian yuridis

normatif kualitatif, 38

3"M.Syamsudin,Operasionalisasi Peneltian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo,2007) hlm.22.
38 zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013) him. 79.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara deduktif
yaitu berpikir berdasarkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik
kesimpulan secara khusus.’® Penarikan kesimpulan menggunakan Teknik
deduktif ini dicapai melalui deduksi, artinya dimulai dari hal yang bersifat
umum, mengacu pada hal inferior, proses pembentukan kesimpulan dapat
dimulai dari proposisi atau hukum yang mengarah pada hal-hal tertentu.
Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN
Dalam Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, kerangka
konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan
skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam Bab ini berisikan bahan-bahan Pustaka secara sistematis yang
berhubungan dengan afiliator sebagai turut serta pelaku dalam tindak

pidana penipuan dan perjudian online

39 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67.
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BAB II1 PEMBAHASAN
Dalam Bab ini membahas mengenai pokok-pokok permasalahan yaitu
peran dan kinerja afiliator dalam memasarkan produk komersial melalui
sarana digital marketing dan pengaturan hukum perihal keterlibatan
afiliator dalam skema penipuan dan perjudian online dalam hukum

positif di Indonesia

BAB IV PENUTUP
Dalam Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan ringkasan dari
permasalahan dan saran dari masalah yang tercakup dalam proposal

skripsi ini.
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